
WALIKOTA MADIUN 

SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN 

NOMOR 90 TAHON 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 28 

TAHON 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH KOTA MADIUN 

WALIKOTA MADIUN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi 

Mengingat 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta 

memperhatikan pertirnbangan penyajian pelaporan 

keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, 

maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2017 perlu 

diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a serta guna tertib administrasi 

pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan 

Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun; 

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019; 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9 . Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2017; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN 

KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 

28 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH KOTA MADIUN. 

Pasall 

Beberapa Ketentuan Lampiran XII Peraturan Walikota 

Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 

2014 Nomor 28/G) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 

Tahun 201 7 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 201 7 

Nomor 47 /G) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pengukuran Piutang angka 35 huruf d angka 2 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

35. Pengukuran Piutang 

a. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu 

sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. 

b. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat 

direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar 

nilai nominal dari piutang yang belum dilunasi 

sampru. dengan tanggal 31 Desember dikurangi 

dengan penyisihan piutang tidak tertagih. 

Pengakuan m1 didasarkan pada tingginya 

probabilitas tidak terbayarnya piutang. 

c. Pemberhentian pengakuan piutang atau 

penghapusan piutang dilakukan ketika terjadi 

pelunasan atau penghapusbukuan (write down). 

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan 

keputusan akuntansi agar nilai piutang dapat 

dipertahankan sesuai dengan net realizable value. 

Penghapusbukuan piutang dapat dilakukan 

berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun 

tentang penghapusan piutang. Administrasi 

tentang penghapusbukuan yang tidak menghapus 

penagihan dilakukan secara ekstra comptabel, 

bukan dalam pencatatan akuntansi. 

d . Untuk menjaga prinsip net realizable value dalam 

pengakuan piutang, mekanisme 

penghapusbukuan menggunakan 2 (dua) metode, 

yaitu metode langsung dan metode tidak 

langsung. 

Penghapusbukuan piutang ditujukan untuk 

menyajikan nilai aset yang lebih realistis dan 

ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan 

berdampak pula pada potensi be saran 

pendapatan yang akan diterima dan disajikan 

dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan 

Operasional. 
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Penghapusbukuan ini tidak berarti menghapus 

hak tagih atas piutang. Atas penghapusbukuan 

piutang ini perlu dicatat secara ekstra comptabel 

untuk mengadministrasikan piutang yang masih 

harus ditagih. Sebaliknya, penghapustagihan atas 

Piutang secara otomatis akan terjadi 

penghapusbukuan. 

Penghapusbukuan dilakukan pada pencatatan 

ekstra comptabel, bukan pada neraca mengingat 

pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat 

penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik 

(reversing entry) pada awal periode berikutnya. 

Terdapat 2 (dua) metode untuk menghapus buku 

piutang, yaitu metode langsung dan metode tidak 

langsung. 

1. Metode Langsung 

Untuk metode penghapusan langsung, 

kerugian piutang baru diakui pada saat 

piutang dihapuskan, dan penghapusan 

piutang baru dilakukan bila terdapat bukti

bukti yang jelas. Metode ini digunakan jika 

kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya 

piutang tidak material, atau probabilitas 

terjadinya piutang tidak tertagih sangat kecil. 

2. Metode Tidak Langsung 

Metode tidak langsung adalah metode 

penghapusan piutang dengan cara 

membentuk penyisihan piutang tidak tertagih. 

Metode tidak langsung ini digunakan ketika 

jurnlah kerugian piutang yang biasa terjadi 

memiliki nilai yang cukup besar dan material. 

Piutang diakui sebesar net realizable value

nya. 
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Bagian laba kecuali dividen dalam ben tuk saham 

yang diterima Pemerintah Daerah akan 

mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah 

dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. 

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga 

diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan 

investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya 

perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta 

asing serta revaluasi aset tetap. 

c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan 

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan 

digunakan terutama untuk kepemilikan yang 

akan dilepas/ dijual dalam jangka waktu dekat. 

Dana bergulir disajikan di neraca sebagai 

investasi jangka panjang-investasi non 

permanen-dana bergulir. Pad a saat perolehan 

dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar 

harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara 

periodik, pemerintah daerah harus melakukan 

penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga 

nilai dana bergulir yang tercatat di neraca 

menggambarkan nilai bersih yang dapat 

direalisasikan (net realizable value). Nilai yang 

dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika 

SKPD pengelola dana bergulir melakukan 

penatausahaan dana bergulir sesuai dengan 

jatuh temponya (aging schedule). Berdasarkan 

penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah 

dana bergulir yang benar-benar tidak dapat 

ditagih, dana bergulir yang masuk kategori 

diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang 

dapat ditagih. 



No 

1. 

2. 

3. 
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Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan 

nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan 

dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir 

diragukan tertagih dari dana bergulir yang 

dicatat sebesar harga perolehan, ditambah 

dengan perguliran dana yang berasal dari 

pendapatan dana bergulir. 

Dana bergulir diragukan tertagih merupakan 

jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih 

dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana 

bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir 

tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan 

penghapusannya mengikuti ketentuan yang 

berlaku. Akun lawan (contra account) dari dana 

bergulir diragukan tertagih adalah diinvestasikan 

dalam investasi jangka panjang. 

Dasar yang digunakan untuk menghitung dana 

bergulir diragukan tertagih. Kualitas dana 

bergulir diragukan tertagih dikelompokkan 

menjadi 3 (tiga) dengan klasifikasi sebagai 

berikut: 

Taksiran Dana 

Kualitas Dana Bergulir yang 
Umur 

Bergulir Diragukan 

Tertagih 

0 - 1 tahun Lancar 1% 

1 - 2 tahun Kurang La.near 10% 

Di atas 2 tahun Macet 100% 

3. Ketentuan angka 120 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

120. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat 

dan karakteristik aset tetap tersebut, kecuali tanah, 

aset tetap lainnya selain aset tetap dalam renovasi 

dan alat musik modem dan bangunan dalam 

pengerjaan tidak disusutkan. 
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Pasalll 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota 1n1 dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun. 

Diundangkan di Madiun 
pada tanggal 31 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, 11.T. 
Pembina Utama lluda 

NIP. 19670416 199303 1 015 

BERITA DAERAH KOTA MADIUN 
TAHUN 2021 NOMOR 90/G 

Ditetapkan di Madiun 
pada tanggal 31 Des ember 2 O 2 1 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd. 

Salinan sesuai dengan aalinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN 

Daerah 


